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Penyitaan Aset Dalam Perkara 

Perdata Apa Syaratnya 

 

Dalam perkara perdata, penyitaan aset sering kali menjadi langkah penting untuk 

menjamin agar putusan pengadilan nantinya dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa 

adanya penyitaan, terdapat risiko bahwa pihak tergugat akan mengalihkan atau 

menghilangkan asetnya sehingga gugatan menjadi tidak bernilai secara nyata.  

Oleh karena itu, hukum acara perdata mengenal mekanisme penyitaan aset sebagai upaya 

perlindungan bagi penggugat. Namun demikian, penyitaan aset dalam perkara perdata 

tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Terdapat syarat dan prosedur hukum 

yang harus dipenuhi agar tindakan penyitaan memiliki dasar hukum yang sah. 

Pengertian Penyitaan Aset Perdata 

Penyitaan aset dalam perkara perdata merupakan tindakan hukum berupa penempatan 

suatu harta benda di bawah penguasaan pengadilan untuk kepentingan pemeriksaan 

perkara atau pelaksanaan putusan. Penyitaan ini bertujuan untuk mencegah tergugat 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan penggugat. 

Secara umum, penyitaan aset perdata dikenal dalam dua bentuk, yaitu sita jaminan dan 

sita eksekusi. 

Sita Jaminan 

Sita jaminan atau conservatoir beslag merupakan penyitaan yang dilakukan sebelum 

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan utama sita jaminan 

adalah untuk mengamankan aset tergugat selama proses pemeriksaan perkara 

berlangsung. 

Sita jaminan dapat diajukan dengan syarat: 

• Adanya dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan atau 

menyembunyikan aset. 

• Terdapat hubungan antara aset yang disita dengan objek sengketa. 

• Permohonan diajukan secara jelas dan rinci kepada pengadilan. 

Sita jaminan bersifat sementara dan hanya berlaku selama proses perkara berjalan. 

Sita Eksekusi 

Berbeda dengan sita jaminan, sita eksekusi dilakukan setelah adanya putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap. Sita ini bertujuan untuk melaksanakan isi putusan 

pengadilan, terutama terkait pembayaran sejumlah uang atau penyerahan barang. 

Sita eksekusi dilakukan apabila: 

• Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela. 

• Putusan telah inkracht dan dapat dieksekusi. 

• Pengadilan memberikan perintah eksekusi melalui juru sita. 

Dengan demikian, sita eksekusi merupakan tahap lanjutan dari proses penyelesaian 

sengketa perdata. 
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Pembuktian Awal Sebagai Syarat Penyitaan 

Salah satu unsur penting dalam permohonan penyitaan aset adalah adanya pembuktian 

awal. Penggugat wajib menunjukkan bukti permulaan yang cukup untuk meyakinkan 

hakim bahwa gugatan memiliki dasar hukum yang kuat. 

Bukti awal tersebut dapat berupa: 

• Perjanjian atau dokumen tertulis. 

• Bukti kepemilikan aset tergugat. 

• Bukti transaksi atau hubungan hukum para pihak. 

• Keterangan saksi yang relevan. 

Tanpa pembuktian awal yang memadai, permohonan sita aset perdata berpotensi ditolak 

oleh pengadilan. 

Objek Yang Dapat Disita 

Tidak semua aset dapat disita dalam perkara perdata. Pada prinsipnya, objek sita meliputi: 

• Benda bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat. 

• Aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dieksekusi. 

Namun, terdapat pengecualian terhadap aset tertentu yang dilindungi oleh undang-

undang dan tidak dapat disita. 

Risiko Dan Konsekuensi Hukum Penyitaan 

Penyitaan aset yang tidak memenuhi syarat hukum dapat menimbulkan konsekuensi 

serius, antara lain: 

• Gugatan balik dari tergugat. 

• Tuntutan ganti rugi atas penyitaan yang tidak sah. 

• Pencabutan sita oleh pengadilan. 

Oleh karena itu, kehati-hatian dan ketepatan prosedur sangat diperlukan dalam 

mengajukan sita aset. 

Pembelajaran Bagi Para Pihak 

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan: 

• Penyitaan aset harus melalui izin pengadilan. 

• Pembuktian awal menjadi faktor penentu dikabulkannya sita. 

• Sita jaminan dan sita eksekusi memiliki fungsi yang berbeda. 

• Penyitaan tanpa dasar hukum yang kuat berisiko menimbulkan sengketa baru. 
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Kesimpulan 

Penyitaan aset dalam perkara perdata merupakan instrumen hukum penting untuk 

menjamin efektivitas putusan pengadilan. Namun, penyitaan hanya dapat dilakukan 

apabila memenuhi syarat hukum yang ketat, termasuk adanya pembuktian awal dan izin 

pengadilan. Perbedaan antara sita jaminan dan sita eksekusi perlu dipahami agar 

penerapannya tidak keliru dan merugikan para pihak. Dengan pemahaman dan langkah 

yang tepat, penyitaan aset dapat menjadi sarana perlindungan hukum yang efektif dalam 

perkara perdata. 

 

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan 

pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi sengketa perdata yang memerlukan 

penyitaan aset atau ingin mengajukan sita jaminan maupun sita eksekusi, tim kami siap 

membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda 

secara strategis dan profesional melalui: 

   08567572501 

        info@justianlawfirm.com 

  www.justianlawfirm.com 


